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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai tanggung jawab Kepolisian Negara Republik 

Indonesia terhadap benda sitaan yang rusak dan/atau hilang dan analisis 

mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik atau yang 

berhak atas benda sitaan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban pihak 

kepolisian kepada pihak yang berhak atas benda sitaan di kantor kepolisian 

yang rusak/dan atau hilang. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Perkap 10/2010, 

hanya disebutkan bahwa barang bukti yang disimpan mengalami  

kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan sesuai 

ketentuan yang berlaku. Tidak dijelaskan mengenai bagaimana pihak 

kepolisian harus bertanggung jawab kepada yang berhak atas benda sitaan 

yang rusak dan/atau hilang. Sehingga apabila terjadi kerusakan dan/atau 

kehilangan terhadap benda sitaan, pihak kepolisian tidak memiliki 

kewajiban sama sekali untuk mengganti kerugian yang dialami oleh 

pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tersebut. Padahal menurut Pasal 

15 ayat (1) Perkap 10/2010 mengatakan bahwa PPBB bertanggung jawab 

penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas 

maupun kualitasnya. 

2. Tidak ada dasar hukum yang secara jelas dan spesifik mengatur untuk 

menuntut ganti kerugian karena kerusakan dan/atau kehilangan terhadap 

benda sitaan yang secara langsung dapat dilakukan oleh pemilik atau yang 

berhak atas benda sitaan. Pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak 

dapat melakukan ganti kerugian langsung kepada pihak yang bertanggung 

jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan benda sitaan yang dalam hal ini 

adalah PPBB atau Pejabat Pengelola Barang Bukti. Upaya hukum yang 

dapat dilakukan adalah dengan menggugat perbuatan melawan hukum 

kepada instansi kepolisian melalui pengadilan negeri, namun masyarakat 



54 
 

akan kerepotan untuk melakukan gugatan tersebut karena proses hukum 

yang panjang dan rumit hingga biaya yang relatif tidak sedikit yang harus 

dikeluarkan untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, 

terlebih lagi bagaimana apabila benda yang dimintakan untuk diganti rugi 

tidak lebih besar nilainya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk menggugat kepolisian ke pengadilan negeri. Dalam kasus yang sudah 

pernah terjadi, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan mendapatkan 

ganti kerugian berupa penggantian salah satu bagian yang hilang dari 

sebuah kendaraan yang langsung dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. 

Namun tetap saja, tidak ada jaminan untuk pemilik atau yang berhak atas 

benda sitaan mendapatkan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian 

yang cukup apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan terhadap benda 

sitaan di kantor kepolisian. Tetapi tidak hanya itu, upaya hukum yang dapat 

dilakukan adalah dengan menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 

KUHAP. Namun hal tersebut dapat dilakukan jika penyitaan yang 

dilakukan adalah tidak sah menurut hukum dan penuntutan tersebut hanya 

dapat dilakukan untuk tersangka, terdakwa atau terpidana yang perkaranya 

tidak diajukan ke pengadilan atau perkaranya telah diperiksa dan diputus 

oleh pengadilan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jelaskan, maka dengan 

demikian penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Dengan adanya kekosongan hukum mengenai tanggung jawab terhadap 

benda sitaan yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan, Ketentuan 

mengenai pertanggungjawaban dari pihak kepolisian kepada yang berhak 

atas benda sitaan harus dibuat secara rinci dan jelas yang diatur di 

peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan 

mengenai pertanggungjawaban kepolisian untuk melakukan penggantian 

kerugian kepada yang berhak atas benda sitaan menjadi hal yang utama 

dalam membuat ketentuan tersebut. Hal ini sangat penting agar pihak 

kepolisian dapat dengan tegas menetapkan kewajiban mereka untuk 

mengganti kerugian kepada pihak yang berhak atas benda sitaan. 
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2. Terkait dengan kendala-kendala dalam melakukan pengelolaan terhadap 

benda sitaan di kantor kepolisian, pembangunan sarana dan prasarana yang 

memadai untuk tempat penyimpanan benda sitaan di kantor kepolisian 

menjadi hal yang sangat penting agar kualitas maupun kuantitas benda 

sitaan yang ada di kantor kepolisian menjadi lebih terjamin. Maka, penulis 

menyarankan untuk membuat sarana dan prasarana di setiap kantor 

kepolisian. Selain itu, Membuat anggaran yang cukup juga harus segera 

direalisasikan untuk melakukan pengelolaan benda sitaan di kantor 

kepolisian agar kualitas maupun kuantitasnya tetap terjaga dengan baik. 

Dengan anggaran yang cukup, juga dapat digunakan untuk mengganti 

kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan atas tidak layaknya 

tempat penyimpanan benda sitaan yang ada saat ini.  
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